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ABSTRACT

This Research was about the Governmental Accounting Standards in Indonesia,
Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards in lieu of
accrual-based Government Regulation Number 24 of 2005. Accrual-based accounting system is
a modern accounting systems are widely applied in developed countries.

Not all ministries/ Non Ministry in Indonesia are able to implement the Governmental
Accounting Standards recently. This is due to many things, among them according to the authors
is the implementation in each work unit has not been fully implemented and therefore contributes
to the good and bad review of financial statements performed by internal auditors. Results
Review of Financial Statements will then give effect repairs to the implementation and
presentation of Financial Institutions as a whole.

The result of this research will be showing : 1. Is there an effect of the implementation of
Governmental Accounting Standards Financial Results Reviu Main Inspectorate Team Reviu
BPN RI? 2. Are there influences between Reviu Results of Financial Statements performed BPN
Home Affairs Inspectorate to improve the implementation of accounting and presentation of
Financial Institutions Agency (BPN RI)?

The results of this research are 1. Implementation of Governmental Accounting Standards
have a significant influence on the results of the Main Inspectorate Review of Financial
Statements BPN RI by 23.4%;

2. The results of the Main Inspectorate Review of Financial Reports BPN RI has a
significant effect on improving the implementation of accounting and presentation of the Institute
of Financial Statements by 76.1%.
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ABSTRAK

Penelitian ini tentang Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis
akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. Sistem akuntansi berbasis
akrual merupakan sistem akuntansi modern yang banyak diterapkan di negara maju.

Belum semua kementerian / Lembaga Non Kementerian di Indonesia mampu
menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang baru ini. Hal ini disebabkan berbagai
hal, diantaranya menurut penulis adalah implementasinya/ pelaksanaan di setiap Satuan Kerja
belum sepenuhnya berjalan sehingga berpengaruh terhadap baik buruknya hasil reviu Laporan
Keuangan yang dilakukan oleh auditor internal. Hasil reviu Laporan Keuangan ini kemudian
akan memberikan dampak perbaikan terhadap penyelenggaraan dan penyajian Laporan
Keuangan Lembaga secara keseluruhan.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1. Apakah berpengaruh
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Hasil Reviu Laporan Keuangan Tim
Reviu Inspektorat Utama BPN RI ? 2. Apakah berpengaruh antara Hasil Reviu Laporan
Keuangan yang dilakukan Inspektorat Utama BPN RI terhadap perbaikan penyelenggaraan
Akuntansi Lembaga dan penyajian Laporan Keuangan Lembaga (BPN RI) ?

Hasil dari penelitian ini adalah 1. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan
memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap hasil reviu Laporan Keuangan Inspektorat
Utama BPN RI yakni sebesar 23,4 %; 2. Hasil Reviu Laporan Keuangan Inspektorat Utama BPN
RI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan penyelenggaraan akuntansi dan
penyajian Laporan Keuangan Lembaga sebesar 76,1 %.

Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Hasil Reviu Laporan Keuangan,
Penyelenggaraan dan penyajian Laporan Keuangan.
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